:._3.1_—_._:_.

BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR | f) TTAHUN 2021

TENTANG

FERUBAHAN ATAS PERATURAN EUPATE CILACAF NOMOR 198 TAHUN 2019
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNLS
DAERAH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Menimbang

Mengingat

-
s

g

MAJENANG KABUFPATEN CILACAP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAF,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal B1 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa BLUD
mengenakan Tanf Lavanan sebagsi imbalan atas penycdiaan
layanan barang/jasa kepada masyarakat,;

Bahwa ., berdasarkan Keputusan Bupeti Cilacap Nomor
445/ 37 36/ TAHUN 20112 tanggal 20 Januari 2012, Rumah Salat
Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap ditetapkan sebagai
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD} yvang bertujuan untuk
meningkatian pelayanan kesehatan kepada masyarakat;

bahwa dalam rangka meningkatken pelayanan keschatan serta
imbal hasil vang wajar berdasarkan akuntansi biava pada Unit
Prlaksana Teknis Dasrah Badan Lavansan Umum Deerah Rurnah
Sakit Urmum Daergh Mgjenang, maka Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 168 Tahun 2019 tentang Tanf Pelayanan Keschatan Pada
Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan Umum Daecrah
Rumah 3Sakit Umum Daersah Majenang, perlu ditinjau ulang
unmk dizsesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huraf a, humaf b, dan huraf ¢, perlu menetaplan
Peraturan Bupati Cilacap Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupat Cilacap Nomor 198 Tahun 2019 Tentang Farif Pelayanan
Keschatan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah  Majenang
Kabupaten Cilacap;

Undang-Undang Nomar 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Baerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi [Mawa
Tengah [Benta Negara Republik Indenesia Tahun 1950 Nemor
42);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Megara (Lembaran WNegara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4355);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Prakuk
Kedokteran [Lemtbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Momor 116, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 4431);
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11.
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Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial
Nasionai {Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2004
Nomor 150, Tambahean Lembaran Negara Republik Indonesis
Nomor 4456) =sebegaimana teclah dmubabh  terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Notmor 6573);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaren Negara Republik Indonesis
Tabun 2009 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republikc
Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja {Lembaren Negara Republik Indonesia Tabun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 657.3);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 209 tentang Keesehatan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063]
scebagaimana telah dmbah terakhir dengan Undang-Undang
Momeor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembarat Negara
Republik I[ndonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2000 tentang Rumah Salot
{Lemnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indeonesia Nomor S072)
sebagrimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2020 Nemor 245, Tembahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor £5373);
Undang-Undang WNomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penvelenggera Jaminan 3Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana
telah divubah terakhir dengan Undang-Undang NMomeor 11 Tahun
20020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Nagara Eepublk
Indonesia Nomor 637.3);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndenesia
Nomor 5587) sebagaimana telah bekerapa kali dinbah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Noror
245, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor
H5T3);

Undang-Undang Nomor 306 Tahun 2014 tentang Tenaes
Kesehatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 5607];

Undang-Undang MNomor 4 Tabun 2019 tentang Kebidanan
iLembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Notmor 6325);
Peraturan Pemerintaly Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan
Kefarmasian |Lembargn Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negare Republik Indonesia
Nomor S044);



13,

14,

15,

16,

Peraturan Pemerintah Nomer 101 Tahun 2012 tentang Penerima
Bantuan luran Jaminan Kesehatan {Lembaran Negera Repubhk
Indonesia Tahun 2012 Nomor 2864, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 5372 sebagaimana telabh diubah
dengan Peraturan Pemerintah Neomor 76 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemenntah Nomor 101 Tabun 2012
tentang Penerima Bantuan [uran Jaminan Kesehatan (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomer 226, Tambahan
Lembaran Negara Eepublik Indonesia Normoat 3746),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentane
Fengelolaan Keuvangan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesma Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2008
tentang Pembentuken dan Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah [BLUD)] {Lembaran Daerabh Kebupaten
Cilacap Tahun 2008 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 11j;

Prraturan Daerah Kabupaten Clacap Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan  Perangkat Deerah
Kabupaten Cilacap [Lemberan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun
2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Cilacap
Momotr 1.34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : FERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 198 TAHUN 2019 TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN FADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH MAJENANG KABUPATEN CILACAP.

Pasal |

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 198 Tahun 2019
tentang Tarid Pelayanan HKeschatan pada Unit Pelakeana Teknis Daerahy Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Salkit Umum Daerah Majenang (Berita Daerah
Kabupaten Cilacap Tehun 2019 Nomeor 198), diubah sebagai berilnat:

1. Ketentuan Pasal 19 diubah, schingga berbunyi sebagai berilout:

Pasal 19

(11 Ruang Rawat Intensif sebagaimaneg dimaksud dalam Fasal 13, terdiri dari:

a, [ICL);
b. ICCLI,
o, PICL);

d. NICU, dan

e, HCL!.,

(2] Tarf Layanan untuk ruang rawat intensif scbagaimana dimaksud pada ayat
(1], meiipui :
a. ruangan/lkamar; dan

b. makan,

(3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat {2), belam termasuk obat,
bahan habis pakad, konsultasi, Pelayanan Asuban Keperawatan, Pelayanan
Asuhan Kebidanan, TMO, TMNQ, tindakan penunjang medis dan tindakan
penunjang nen medis.



{4) Tarif Layanan untulk obat, bahan habis palai, konsultaszi, Pelayanan Asuhan
Keperawatan, Pelayanan Asuhan Kebidanan, TMQ, TMNO, tndakan
penunjang medis dan tindakan penunjang non medis bagi Pasien di ruang
ICU, [CCU, PICT), NICU, dan HCU dihitung berdasarkan jasa sarana dan
jaza tindakan dengan memperhitunghkan frebuensi tindakan dan yit cost

i5) Tarf Layeanan untuk tindeken khusus bagi Pasien di ruang 1CU, ICCL,
PICU, NICY, dan HCU dihitung berdasarkan jasa sarana dan jasa tindakan
dengan memperhitungkan frekuensi tindakan dan urft cosi.

Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

1) Pasien rawat map berhak mendapatian Yisite Dokter dan asuhan
keperawatan.

(2) Visite Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap harl
sebanvak 1 (saty) kali oleh dokter spesialis,

(2) Visite Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat {2}, saat hari libur, han
besar nasional dan keagamaan, dan/eateu saat dokter spesiali=s berhalangan
karena suat Kepentingan, dilakukan oleh dokter urmnum.

i4) Dokter vang memerik=a pasien rawat inap stbagaimana dimaksud pada ayat
1) berkewajiban memberi obat dengan sistem COnpe Day Dose Dispensing
(ODDD) dimana obat diresepkan hanya untuk kebutuhan perhari
perawatan.

5] Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] unmuk Pasien
rawat inap regular dilaksanakan secara berkelanjutan selama 24 [dua puluh
empat} jam oleh perawat yvang meliput pengkajian, diagnasa keperawatan,
perencanaan indakan keperawatan, den evaluasi keperawatan,

5 Asuhan Keperawatan Pasien sebagaimana dimaksud pade ayat (1) untuk
Fasien rawat ihap ICU dilaksanakan secera berkelanjutan selama 24 [dua
puluh empat) jam oleh perawat yang meliputi pengkajian intensif, diagnosa
keperawatan intensif, perencanaan tndaken keperawatan intensif, dan
svallas keperawatan.

Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25
1) Tanf Lavanan untuk TMO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 hurul c,
meliputi ;
a. TMOQ kecil;

b. TMO sedang;
¢. TMO besar; dan
d. TMO khusus.

2] Dalam hal pelaksanzan TMO =zcbagaimana dimaksud pada ayat (1),
diperlukan dokter pendamping, maka besarnya Jasa Pelayanan bagl dokter
pendamping ditetapkan dengan Keputusan Direktur,

(3) Apabila saat TMO dilakukan, dokter yang bertindalk sebagai operator tidak
dapat melanjutkan sampai dengan selesai, maks dolter lain dapat
menggantikannya sebagai operator.

{4) Tarif Layanan untuk TMO sebageimana dimaksud pada ayat (1} dihitung
kerdasarkan jasa sarena dan jasa bndakan dengan memperhitunglan
frekuensi tindakan dan wnif cost.

(5) Tanf Layanan untuk TMO Cito ditetapkan sebesar tarif tindakan terencana
ditambah 25% [dua puluh ima perseratus) dari tarif yang dikenakan.



4. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pazal 30

Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat |3)
meliputi

e MM On oD

. Pelayanan Radiodiagnostik;

- Pelayanan Rehabilitasi Medik;
Pelayanan Laberatorium dan Bank Dargh:

. Pelayanan Fartnasi;

- Pelayanan Oi=,

Pelayanan Hemodialisa;

. Pelayanan Rekam Medik dan SIMRS;

- Pelayanan Refraksionia Optisien, dan
Pelayanan Penunjang Medik lainnya.

2. Ketentuan Pasal 32 diubal, sehingga berbunyi sebagai berikut:

{1}

{2}

(3
(4}

()

(e}

Pasal 32
Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 30 huraf
b, melipud ;
a. Fisioterapi;
Paikologi:
Terapi Wicare,
Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi;
Olupasi Tcrapf, dati
. Ortotik Prostetik.

Tarif Layanan untuk Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi pemeriksaan, titdalkan, atau terapi yang dilakukan
nleh Fisioterapis, Paikolog, Terapi Wicara, Dokter Spesialis Kedokteran Fisik
dan Rehahilitasi, Okupasi Terapi, dan Ortotik Prostetik.

Tarif Layanan untuk Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tidak termasuk bahan dan alat kesehatan habis pakaj.

Taril Layanan untuk Fisioterapi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a meliputi:

a. Tmdakan Kecii;

b. Tindakan Sedang;

¢. Tindakan Besar; dan

d. Tindakan Khusus.

Tarif Layanan untuk Psikclogi sebagaimana dimeksud dalam ayat (1) huruf
b, meliputi:

g. Tindakan Sederhana

b. Tindakan Sedang, dan

c. Tindakan Komplaks.

Tanf Layanan untuk Terapi Wicara sebagaimana dimaksud dalam ayat {1j
huraf ¢, melipaati:

. Tindakan Kecil

b. Tindakan Sedang,

c. Tindakan Besar, dan

d. Tindakan Khusus.

— b an o
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dimaksud delam eysat (1) huref d, meliputs:
g, Tindakan Kecil
b. Tmdaksan Sedang,
e. Tindakan Besar, dan
d. Tindakan Khusus.
(B8) Tarif Layanan untuk Ckupasi Terapi sebagaimana dimakeud dalam ayat (1)
huruf ¢ melipati:
a. Tindakan Kecil
b. Tindakan Sedang,
. Tindakan Be=ar, dan
d. Timdaksn Khusus.
(% Tarif Layvanan untuk Ortotik Prostetik sebagaimapa dimaksud dalam ayat
(1} huraf f, metiputi:
a. Tindakan Kecil
b. Tindakan Bedang,
c. Tindakan Besar, dan
d. Tindakan Khusus,

Diantara Pasal 37 dan Pasal 28 disisipkan satu pasal yakmi Pasal 37A, sehingga
herbunyt sebagai berninat:
Pasal 374

Tarif Layanan untuk Relraksionis Optisien sehagaimana dimaksud dalam Pasal
39 haraf th), mehipati: .

a. Tindakan Kecil,

b. Tindaksn Sedang, dan

¢. Tindalkan Besar.

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran FPeraturan Bupati Cilacap Nomor 198
Tahun 2019 tentang Taril Pelayanan Keschatan pada Unit Pelaksane Teknis
Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majenang
diubah sehingga berbumy :

. Hurif D Tarf Rawat nap

AKOMODASI
KELAS PERAWATAN RUIANGAN MAKAN
[ Ep) | Rp}
KELAS [II B2.50H 45,000
KELasn 135.000 55,000
KELAS | 165.000 £2.000
ViP 400,000 100, 00
ICU / ICCU/ NICU / PICU 270,000 45.000
PERINATAL 135.000 20,000
HCU | 135.000 45.000
k. Huruf F Tarif Pelayanan Medik Nomor 1 Tindakan Medik Operatil
TJABA
TARIF
NO. | TINDAKAN | “ASA SASARA | poavaNaN
(R (Rl (Rp}
1 KECIL 260,000 240,004 £00. 000
2 SEDANG 1,000,000 1.000. OO 2. D), 000




NHO. TINDAEAN JASA SARANA PELAYANAN TARLF
(Rp) (Rp) (Rp)
3 BESAR L 1.000.000 1,200,900 2,500, GO0
4 KHUSUS A 1.200.000 2000, 000 3.200.000
2 KHUSUS B L200.000 | 4.000.000 o, 200.000
G KHUSUS C 1200000 5.300.000 6,500,000
7 KHUSUS D 1,200,000 6. 800 000 8.000.000

. Huruf G Tarldl Pelayanan Penunjang

Medik Nomor 2 Tarf Pelayanan

Rehabkilitasi Medik ditambagh huruf d Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi

JASA
NO. | TINDAKAN | JASASARANA I ppy vaNaN TARIE
(Rp) (Rp) (Rp}
l KECIL 42,900 23.100 £6.000
2 SEDANG 54,000 36.000 00,000
4 BESAR 50,000 0. 00 120,004
4 | KHUSUS 100000 150.000 250,000
. Huruf G Tarif Pelayanan Penumjang Medik Nomor 2 Taril Pelayanan

Rehabilitasi Medik ditsombab huraf ¢ Okupasi Terapi

JASA
NO. | TINDAKaN | JASASARANA oo L vANAN TARIF
R} P (Rp)
1 |KECIL 19.500 10.500 30,000
2 | SEDANG 17.500 17.500 35.000
3 | BESAR i 20,000 30.000 50,000
4 |KHUSUS 74,000 36.000 50.000

. Huraf & Taril Pelayanan Penunjang

Rehabilitasi Medik ditambah hoeruf f Ortotile Prostetk

Mzdik Nomor 2 Tanl Pelayanan

JASA
NO. | TINDAKAN | JASA SARANA | po v ANAN TARIF
{Rp) {Rpl (Rp)
1 [KECIL 19.500 10.500 30.000
3 | SEDANG 17.500 17.500 35.000
3 | BESAR 30,000 30.000 50.000
4 | KHUSUS 23000 36.000 60.000

Hural G Tatl Pelayanan Penunjang Medik Nomor 7 Tarif Pelayanan Rekam
Medik dan SIMRS

JASA JASA TARIF
No KATEGORI SARANA PELAYANAN (Rp |
(Rp) (Rp) P
1 | Registras: Rawat Jalan 5.000 15,000 20000
2 Registrasi Rawat 5000 15.000 20.000
Darurat
a Registrasi Rawat [nap 5000 15,0065 20,000
4 | Administrasi Pelayatan 5.000 16.000 22.000
Rawat Inap
Keterangan

Dalarm taril registrasi sudah termasuk biays pelayanan SIMRS sebesar Rp

7.000),-



Keterangan @
Dalam tarif registrasi sudah termasuk biaya pelayvanan SIMRS sebesar Rp

7.000,-
g, Hurif & Tarif Pelayvanan Penunjang Medik ditambah Nomor 8 Relraksionis
Optisien
JASZA '
NOY. TINDAKAN JASA SARANA | ooy s vANAN TARIF
Rp) (Ro) : (Rp}
1| KECIL 5 400 S&00. 14.000
3 | SEDANG 12.000 12.000° 24000
3 | BESAR 16.400 24 600 41.000
Pasal 1

Peraturan Bupati inmi mulai berlalu pada tanggal diundanglan.

Agar setiap orang mengetahuinys, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannyga dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilaca ﬁl

pada tanggall, (T
BUPATI CULACAP,
TATTO 'RTO PAMUJL

D1unda_ngkan di Cilacap

.,--:"“"'
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